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ABSTRAK

Penelitian ini mengambil topik linguistik forensik berbasis kejahatan bahasa di
media untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk kejahatan bahasa apa saja yang
ditemukan dalam penyebaran berita palsu (hoax) pada pemberitaan “Sertifikat
Vaksin Resmi Tanpa Vaksinasi” serta mendeskripsikan aspek perspektif
komprehensif dan kegunaannya di masyarakat. Data dalam penelitian ini
berupa bentuk kejahatan bahasa dalam hal pencemaran nama baik dan
kriminalitas pada berita atau foto yang beredar seputar berita bohong (hoax)
tentang “Sertifikat Vaksin Resmi Tanpa Vaksinasi”. Jenis teknik pengumpulan
data menggunakan teknik baca markah (baca-catat). Teknik analisis data
dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mereduksi data, dan menyajikan
data. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dengan media yang memiliki
variasi dan pembahasan yang lebih luas, berita dapat menjadi simpang siur dan
memungkinkan menjadi berita bohong (hoax), mengingat bahasa dan
masyarakat tidak dapat dilihat dari satu aspek saja. Sehingga dengan adanya
berita yang beredar dapat mengakibatkan pencemaran nama baik dan
kriminalitas bagi pihak-pihak yang bersangkutan atau yang merasa dirugikan.

Kata kunci: berita palsu, kejahatan bahasa, pencemaran nama baik, kriminalitas,
linguistik forensik

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak kesempatan untuk praktik

demokrasi. Salah satu praktik demokrasi tersebut adalah kebebasan berpendapat yang dilindungi

secara konstitusional. Hal ini tertulis dalam UUD 1945 pasal 28 E ayat 3 yang berbunyi “Setiap

orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Kebebasan

berpendapat ini bukan bertujuan untuk menghalangi, melainkan menyuarakan pendapat untuk
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mendapat tanggapan yang relevan (Komnas HAM, 2020: 11). Kebebasan berpendapat tidak
terlepas dengan penggunaan bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi (Sugiarto & Rini, 2020).
Kebebasan menyampaikan pendapat adalah keadaan di mana masyarakat bebas dari tekanan untuk
mengemukakan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan Undang- Undang yang
berlaku.

Linguistik merupakan disiplin ilmu kebahasaan yang memiliki banyak kajian disipliner.
Berdasarkan kajiannya, linguistik diklasifikasikan menjadi mikrolinguistik yang meliputi
fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik dan makrolinguistik yang meliputi sosiolinguistik,
psikolinguistik, neurolinguistik, linguistik forensik, dan lain-lain (Mintowati, 2019). Sebagai ilmu
yang mengkaji tentang bahasa, linguistik memiliki ranah untuk mengkaji bahasa dariberbagai
aspek. Baik bahasa dari aspek penggunaan sosial, masyarakat, media, hukum, pikiran, dan lain-
lain.

Bahasa menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia karena hanya
dengan bahasalah antarindividu dapat saling berinteraksi (menyampaikan ide, gagasan, konsep,
dan perilaku sosial) (Rusdiansyah, 2020). Linguistik pada ranahnya sering memiliki hubungan
seperti keterkaitan bahasa dengan masyarakat, bahasa dengan konteks, bahasa dengan pikiran,
bahasa dengan hukum, dan hubungan bahasa dengan kajian yang lainnya.

Salah satu kajian linguistik yang masih belum banyak dikaji adalah linguistik forensik.
Ranah linguistik forensik lebih dikenal dengan keterkaitan bahasa dengan hukum. Hal ini
dibuktikan dengan pendapat Gibbons (2008: 7) dalam bukunya yang berjudul “Dimensions of
Forensic Linguistic”, yang menjelaskan bahwa Anyone who studies forensic linguistics or
language and the law more generally, is inevitably going to come into contact with legallanguage.
A primary concern of many forensic linguists is legal discourse, particularly courtroom
proceedings. In this setting, the professional players (judges and lawyers) typically use some kind
of legal language to communicate with each other, yang pada penjelasan tersebut Gibbons
menyatakan “Siapapun yang mempelajari linguistik forensik, atau bahasa dan hukum secara
umum, pasti akan berkaitan dengan bahasa hukum. Kajian utama ahli bahasa forensik adalah
wacana hukum, khususnya proses pengadilan dan peraturan, hakim dan pengacara”.Dunia hukum
lebih sering menggunakan nosi (maksud atau perwajahan) dan argumen dalam menidaklanjuti
suatu kasus. Baik berupa ujaran maupun tulisan (pemberitaan di media). Jadi lebih sering
menggunakan beberapa jenis bahasa hukum untuk berkomunikasi.

Linguistik forensik dapat didefinisikan sebagai penerapan ilmu linguistik dalam bidang
hukum (Nidever, 2002; Gibbons & Turell, 2008). Sehingga dapat dipahami bahwa linguistik

101



Jurnal Iswara
Vol. 3, No. 2, 2023, pp.100-107

Website: http://jos.unsoed.ac.id/index.php/iswara/index

forensik adalah penerapan ilmu linguistik yang dapat meliputi teori, metode, dan analisis bahasa
untuk keperluan di bidang hukum, misalnya hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara,
hukum adat, hukum lingkungan, dan lain-lain (Susanto & Deri, 2020).

Pendapat lain mengenai linguistik forensik juga dikemukakan oleh Nidever (2002: 3)
dalam Tesisnya yang berjudul “Forensic Linguistic: The Linguistic Analyst and Expert Witness
of Languange Evidence in Criminal Trials”. Pada tesisnya, Nidever menyebutkan bahwa intensitas
linguistik forensik adalah Provides consultation to lawyers through the analysis of language
evidence during the pre-trial investigation, yang berarti memberikan konsultasi kepadapengacara
melalui bukti bahasa selama penyelidikan pra-persidangan.

Seiring berjalannya waktu, bidang-bidang pekerjaan forensik semakin beragam dengan
kasus yang kian rumit dan kompleksitas persoalan yang semakin tinggi pula. Pekerjaan forensik
tidak lagi ditangani secara individual oleh para spesialis. Forensik kini dilihat sebagai sebuah
profesi “kolaborasi interdisipliner” atau bahkan “multidisipliner” (Piliang, 2013). Kolaborasi
tersebut melibatkan berbagai disiplin keilmuan terintegrasi di dalam sebuah proses intersubjektif
yang digunakan untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi interdisipliner semacam ini
diharapkan mampu mengangkat isu sosial-budaya yang lebih luas jangkauan permasalahannya

dengan cara menyelidiki masalah dari segala sudut pandang.

Social Work

General Knowledge and

Skills to Improve Social

Functioning and Societal

Conditions
Forensic / \ Collaborative

Legal Knowledge and Collaboration with Client
Skills Across Diverse W and Professionals Within

Settings and Populations and Across Systems

Bagan 1: Kolaborasi Multidispliner Forensik
Sumber: (Maschi, dkk., 2009)

Semakin banyaknya kemungkinan bahasa di bahasa dan hukum, linguistik forensik akan
lebih berfokus pada kajian bahasa di hukum dengan pembatasan: (1) bahasa dalam proses hukum
yang meliputi proses pemeriksanaan di kepolisian dan persidangan di pengadilan; (2) bahasa
dalam produk hukum yang meliputi Perundang-Undangan dan keputusan pengadilan, dan (3)
bahasa dan alat bukti hukum yang meliputi dokumen sengketa dan suara percakapan. Lebih
jelasnya akan digambarkan pada bagan seperti di bawabh ini.
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BIDANG KAJIAN
LINGUISTIK FORENSIK

| |

Bahasa dalam Proses Hukum Bahasa dalam Produk Hukum Bahasa dalam Alat Bukti Hukum
l \4 l
Contoh: Contoh: Contoh:
- Proses pemeriksaan di kepolisian - Perundang-undangan - Dokumen sengketa
- Proses persidangan di pengadilan - Keputusan pengadilan - Suara percakapan telepon ancaman

Bagan 2: Bidang Kajian Linguistik ForensikSumber: Rusdiansyah, 2020
PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian linguistik forensik telah banyak dilakukan oleh tokoh barat seperti Gibbons &
Turell (2008) dalam buku dan penelitiannya yang membahas tentang dimensi linguistik forensik.
Penelitian dari Olsson (2008) yang membahas tentang seluk beluk linguistik forensik. Penelitian
lanjutan dari Gibbons (2013) yang membahas tentang keterkaitan bahasa dan hukum. Selain dari
tokoh barat, linguistik forensik juga sudah banyak dilakukan oleh peneliti Indonesia, di antaranya
ada penelitian dari Piliang (2013) yang membahas tentang linguistik komprehensif tentang
kebudayaan dan kejahatan berbahasa. Penelitian dari Mintowati (2016) yang membahas tentang
pencemaran nama baik dalam sebuah komentar netizen. Penelitian dari Panggabean & Dwi Lestari
(2017) yang membahas tentang implementasi apraisal dalam wacana forensik.Penelitian dari
Subyantoro (2019) yang membahas tentang peran bahasa dalam penegakan hukum. Penelitian dari
Hasin & Juanda (2020) yang membahas tentang linguistik forensikinterogasi pada tuturan siswa.
Penelitian dari Aziz (2021) yang membahas tentang linguistik forensik sebagai alat untuk penegak
hukum dan keadilan.

Pada penelitian sebelumnya, ada beberapa komparasi yang menjadikan penelitian ini lebih
memiliki banyak peluang untuk modifikasi aspek yang diteliti. Mengusung judul “Kejahatan
Berbahasa: Potensi Pencemaran Nama Baik dan Kriminalitas pada Berita Palsu Perspektif
Linguistik Forensik”, penelitian ini diupayakan untuk menemukan bukti kejahatan yang dapat
menyebabkan pencemaran nama baik dan kriminal pada berita palsu yang beredar di internet.
Berita palsu yang akan dianalisis adalah berita “Sertifikat Resmi Vaksinasi Tanpa Vaksin” yang

dilansir dari dua sumber media online (Gugus Covid-19 dan Kominfo pada Juni, 2023).
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METODE PENELITIAN

Metode adalah cara kerja atau langkah-langkah yang disusun secara sitematis dalam
penelitian (Aisyah dkk, 2018; Khoirunnisa dkk, 2021). Penelitian ini merupakan penelitian
kualitatif dengan metode deksriptif. Penelitian kualitatif pada penelitian ini digunakan untuk
menjawab masalah penelitian. Metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan objek yang
diteliti dengan secara apa adanya (Hartini dkk, 2020).

Tujuan dari metode deskriptif pada penelitian ini yaitu untuk menggambarkan secara
sistematis fakta dan karakter objeknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan linguistik forensik
yang nantinya peneliti akan mengupayakan untuk menemukan data yang disesuaikan dengan topik
penelitian. Data pada penelitian ini merupakan berita atau gambar berita palsu (hoax) yang
terindikasi pencemaran nama baik dan kriminalitas (sertifikat resmi tanpa vaksinasi). Jenis teknik
pengumpulan data menggunakan teknik baca markah (baca-catat). Teknik ini digunakan peneliti
untuk memilah dan memilih data yang sesuai dengan topiknya (Septiyani, 2019; Khoirunnisa, dkk,
2021). Teknik penganalisisan data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, dan

penyajian data (Sugiarto & Rini, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Modus pengedar berita dan foto

Perlu diketahui, media memiliki banyak cara dalam memberikan tujuan dan informasi yang
berkaitan dengan banyak hal. Salah satunya adalah penyebaran berita palsu melalui media.
Pengedar berita palsu dalam berita “Sertifikat Resmi Vaksinasi Tanpa Vaksin” yang dilansir dari
tangkapan layar i Facebook  yang  diunggah  oleh Gugus  Covid-19
(https://covid19.go.id/artikel/2022/01/23/salah-jasa-pembuatan-sertifikat-vaksin-tanpa-harus-

melakukan-vaksinasi) dan Kominfo (https://kominfo.go.id/content/detail/39925/disinformasi-

sertifikat-vaksin-resmi-tanpa-melakukan-vaksinasi/O/laporan isu hoaks) berawal dari modus

mereka yang menawarkan jasa pembuatan sertifikat resmi tanpa harus vaksin.

PéMBiJ;TAli SERT!’ -HKAVT;IAKSIN:;F" ;"rmﬁﬂ t;(;pilewr g 7Nrap
langsung japri Admin @Anmidn
Privasi Aman !

Note: Kami tidak akan bertanggung jawab apabila ada sesuatu
yang terjadi diluar sepengetahuan admin. 1437

Halo Mustain 1! Sefamat datang di GRUP JASA PEMBUATAN
SERTIFIKAT VAKSIN, Agar privasi tetap terjaga harap langsung japri
Admin @Anmidn

Privasi Aman !t

Note: Kami tidak akan bertanggung jawab apabila ada sesuatu
yang terjadi diluar sepengetahuan admin. 1437

JASA SERTIFIKAT VAKSIN

Halo Sang Pendosa ! Selamat datang di GRUP JASA PEMBUATAN
SERTIFIKAT VAKSIN, Agar privasi tetap terjaga harap langsung japri
Admin @Anmidn

Privasi Aman !
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Gambar 1. Foto berita palsu jasa pembuatan sertifikat vaksin
Sumber: Wardhani, 2022 (https://covid19.go.id/artikel/2022/01/23/salah-jasa-pembuatan-
sertifikat-vaksin-tanpa-harus-melakukan-vaksinasi)

Bagi yang ingin memiliki Sertifikat Vaksin tampa
melakukan Vaksin atau takut di Vaksin Kami Open
Jasa pembuatan Sertifikat Vaksin Tahap 1 dan 2
resmi bukan llegal atau pemalsuan Data.. Bisa
digunakan untuk bepergian atau ke

lainnya jika berminat Chat Whatsg

Messenger =~ KIRIM PESAN

Gambar 2. Foto berita palsu jasa pembuatan sertifikat vaksin resmi
Sumber: Kominfo, 10 Februari 2022 (https://kominfo.go.id/content/detail/39925/disinformasi-
sertifikat-vaksin-resmi-tanpa-melakukan-vaksinasi/O/laporan isu hoaks)

Kedua gambar di atas menjadi berita yang mengundang kontroversi terkait potensi
pencemaran nama baik dan kriminalitas. Sasaran pengedar jasa pembuatan sertifikat vaksin
tersebut adalah masyarakat yang tidak berani vaksin karena pada waktu itu kasus Covid-19 dan
kematian juga meningkat (persepsi masyarakat bahwa vaksin menjadi penyebab kematian). Hal
ini diketahui peneliti dari gambar dua yang terdapat kalimat “bagi yang ingin memiliki sertifikat
vaksin tanpa melalukan vaksin atau takut, dapat menghubungi admin”. Persepsi masyarakat
tentang vaksin dapat membunuh muncul ketika screening (pengecekan) kesehatan oleh petugas
kesehatan yang hanya dilakukan sebatas formalitas (ala kadarnya). Oleh karena itu, masyarakat
banyak yang berpikiran negatif akan adanya vaksin.

Potensi pencemaran nama baik dan kriminalitas

Terkait potensi pencemaran nama baik yang pertama akan jatuh pada dinas kesehatan
sebagai lembaga yang menangani proses pendaftaran, pengecekan kesehatan, vaksin, hingga
menerbitkan sertifikat vaksin. Hal ini menjadi ancaman bagi dinas kesehatan karena menangani
proses screening dan vaksin secara langsung. Potensi pencemaran nama baik yang kedua akan
jatuh pada si pengedar. Modus pengedar berita memanfaatkan situasi dan kondisi yang semakin
hari semakin banyak kasus kematian. Apabila pengedar berita telah ditemukan, hukum akan
terus berjalan hingga proses persidangan.

Seperti yang diketahui, kriminalitas memiliki banyak jenis salah satunya adalah kejahatan

media (Cyber Crime). Kejahatan media memiliki banyak jenis dalam bentuk penyampaiannya,
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salah satunya adalah kejahatan berbahasa melalui penyebaran berita palsu (hoax). Kejahatan
melalui penyebaran berita palsu (hoax) sering mengundang kontroversi, sebab ada ruang
berpendapat di mana masyarakat memiliki anggapan terkait pihak yang dirugikan dan diuntungkan

dengan adanya berita tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti, kejahatan
berbahasa yang terdapat pada berita palsu (hoax) “Sertifikat Vaksin Tanpa Vaksinasi” memiliki
banyak bentuk penggambaran yang berbeda-beda. Bentuk penggambaran pertama ditemukan
adanya modus pengedar yang memanfaatkan situasi dan kondisi persepsi negatif masyarakat pada
vaksin. Bentuk penggambaran kedua ditemukan adanya potensi pencemaran nama baik dan
kriminalitas. Hal ini diketahui peneliti karena bentuk penggambaran yang kedua merupakan aspek
yang tidak hanya berdampak bagi diri sendiri (pengedar), bahkan lembaga atau instansi pemerintah
pun (dinas kesehatan) dapat terkena dampak dari pemberitaan tersebut.

Esensi lain yang peneliti temukan adalah dari segi komprehensif dalam bermedia dan
kebermanfaatannya. Adanya berita palsu (hoax) sering membuat masyarakat rancu akan informasi
yang diberitakan (antara harus percaya atau tidak, penemuan nama atau instansi yang sama dapat
menyebabkan kontroversi, dan lain-lain). Hal ini perlu digaris bawahi, bahwa media memiliki
intensitas untuk tetap diberi pengawasan dalam hal pemberitaan. Sebagai masyarakat penerima
berita, lebih bijaknya tidak langsung mempercayai berita yang beredar.

Artikel penelitian mengenai kejahatan berbahasa perspektif linguistik forensik pada berita
palsu (hoax) “Sertifikat Vaksin Tanpa Vaksinasi” masih ada kekurangan, baik dari aspek teori,
hasil, dan analisisnya. Oleh sebab itu, penelitian ini masih membutuhkan pengembangan dan
pembaharuan dari peneliti selanjutnya (khususnya pada kejahatan berbahasa aspek linguistik
forensik). Mengingat pembacanya dari berbagai kalangan (akademisi dan pihak lainnya), akan
sangat bermanfaat apabila referensi mengenai kejahatan berbahasa aspek linguistik forensiklebih

bervariasi sumber, objek, dan keterbaharuan datanya.
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